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BADAN KEFENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Para Pejabat Pirmpinan Tinggi Madya;

Para Pojabat Pimpinan Tingg Pratama BEKBN Pusat;

Para Pejabat Fimpinan Tinggl Pratama Porwakilan BKKBN Provinsi;
Para Pojabar Administralor;

Para Pejabat Pengawas;

Para Pejabat Fungsional;

Fara Pejabal Pelaksana;

FPara Pejabat Perbendaharaan.

s W BN B g e

Tempat

SURAT EDARAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUEAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR L. TAHUN 2023
TENTAN(y

PENJELABAN LEBIH LANJUT STANDAR BIAYA MASUKAN DI LINGKUNGAN

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Latar Belalang

Menindaklanjutli Peraturan Menteri Keuangan Nomoer 71/ PME 02720135
tcntang Pedoman Slandar Biaya, Standar Strubkcbur Biaya, dan Indeksasi
dalam Penvusunan Rencana EKerja den Anpeparan  Kementerian
Mepara/Lembapa schagaimana telah diubah dengan Peraturan Menterl
Keuangan Nomor 2327PME.02/2020 tentang Perabahban Kedua aras
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PME.02 /2013 tentang Pedoman
Standar Biava, Standar Struktur Biava, dan Indeksasi  dalam
Penyusunan REencana  Kerja  dan Anggaran Kemenleriat
Nepara/Lembaga.,  Standar Biaya memupakan satusn biaya  yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (chief financial
afficey] balk berupa standar biaya masukan maupun biava keluaran,

sebagal acuan perhitungan kebuluhan angparan dalam penyusunan
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Ecncana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga [REA-KL).
Sedangkan Standar Biaya Masukan merupakan salah satu instrumen
yang digunakan unmik menghasilkan bisyva komponen keluaran (output)
pada level masukan {inpul), standar biaya masukan tahun 2023 diatur
dalam Peraturen Menlerl Keuangan Nomor 83/PME.02/2022 tentang
Standar Biayva Masukan Tahun Anggaran 2023,

Adapun dasar perlimbangan penetapan Standar Biava Masukan adalah:
1) untuk mendukung terlaksananya prinsip ekonomis dalam
penyusunan RKA-K/L: 2} adanva beberapa barang/jasa vang harganya
tidak tersedia di pasar; 3) bervarasinga kualitas dan harga barang/jasa
vang lerdapal di pasar schingsa diperlukan pengaturan agsr dipercleh
barang/jasa dengan kualitas dan harga vang lavak, wajar, tidak mewah,
dan hemat; 4) penveraraan perlakuan jends dan besaran satuan biava
dalam penyusunan REKA-K/L; dan 5) perlunya alat untuk memudabkan
penyusunan REA-K/L.

Selain 1luy, dalam rangka mendulang terwujudnya good goverrdnce
dalam  penyelengzaraan  negara, pengelolaan  keuangan perla
disclenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab
sesudl dengan aturan pokok vang telah ditetapkan dalsm peraturan
perundang-undangan. Agar pelaksanaan anggaran dilaksanakan secara
lebih tertib, efisien, ekonamis, efektif, transparan, dan bertangsung
jawab, serta untuk memberikan penjabaran lehih lanjut dari Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 83/PME.O2/2022 tlentang Standar Bioya
Masulkan Tahun Anggaran 2023 perlu menstapkan Surat BEdaran
lenlang Penjelasan Lebih Lanjut Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 20232 di lingkungan BKKBN.

Meaksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat BEdaran sebagal acusn bagl para pejabat

perbendaharsan, APIP, penanggungjawaly kegiatan, dan pelaksana
kegiatan ini adalah;
. Tersedianyz pedoman/pandusn  pelaksanasn  kemalan dan

anggaran Ji Lingkungan BRKERN;
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2. Terlaksananva pertangpungjiawaban  keuangan negara  dalam
rangka mewujudkan pelakssnssn anggaran yang tertib, efisien,
ekonomis, lransparan, dan bertangrung jawab; dan

3. Meningkatkan akuntabilitas angparsn dalam pelaksanaan

pembayaran APEN,

Ruang Lingkup

Ruang hngkup dalam Surat Edaran ind meliputi Penjelasan Lebih Lanjut

Slandar Biaya Masukan dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di

lingltungan BEKBN vang bersumber darl APBN, adalah sebagai berikut:

1.  Kelentusn dan Penjelasan Lebih Lanjut Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2023 dan

2. Pengendalian Pelaksanaan Keglatan dan Anggsran.

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahuan 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negarz Republilk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negare Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Momor 1 Taburn 2004 rentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
3, Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Tndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 fenlang Pemeriksaan
I'engelolaan dan Tangsung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
MNegara Republik Indenesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tenlsng Penvusunan
Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik
Indoncsia Nomor 6850);

Keputusan Presiden Komor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,

o

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunsn Organisasi, dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedelapan alas kepumsan Presiden
Nomor 103 Tzhun 2001 tentang keduduken, Tugas, Fungsi,

Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tala Kerja Lembaga Non



=

Q.

LS

11.

L

Kementenan (Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 2015
Nomor 322);

Peraturan Menteri Keousngan Nomor 113/PME.0S5/2012 lentang
Perjulanan Dinas Dalam Negeri bag Pejabal Negara, Pegawai Negeri,
dan Pcgawal Tidak Tetap [Berila Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomar 678);

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerga Badan
Kependudukan dan Eeluargs Berencana Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor T03);

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Komor 12 Tahun 2020 tenlang Organisasi dan Tata Kerja Unic
Pelaksana Telnis Balal Pendidikan dan Pelathan Kependudukan
dan Eelusrga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor T793);

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas 1 Badan
Kependudulean dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negars
Eepublik Tndonesia Tahun 2020 Nomor 1753);

Peraturan Menteri Keuanpan Nomor 83/PME.02/2022 tentang
Standar Biaye Masukan Tahun Anggaran 2023 [Berita Nepara
Republik Indonesia Tahun Tahun 2022 Nomor 494);

Peraturan Menteri Keuangan Nomer 199/PME.02/202]1 lentang
Tata Cara Revisi Anggaran (Rerita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1429);

Peraturan  Direklur  Jenderal Perbendaharaan Nomor FPER-
22/PB/2013 tenlang Kelenluan Lebih Lanjut  Pelaksanaan
Perjalanan Dinas Dalam MNegeri bagl Pojabat Negara, Pegawai Negeri,
dan Pegawea Tidak Tetap.

T=1 Bgdaran

1.

Keteatuan dan Penjelasan Lebih Lanjut Standar Biaya Masukan

Tahun Anggaran 2023:

a. Honorarium Narasumber, dengan ketentuan sebagai berikut:
Honorarium wvang diberikan kepada Pejabat MNegara/Pegawai
Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI vang memberikan
informasi/ pengetahuan dalaim leegiatan Seminar/
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Fapat/Sosialisasi/ Diseminasi/Bimbingan Teknis/ Workshop/

sSarasehan/Simposium fLokakarva ! Focus Group  Discussion)

Kepialan Sejenis vang dilaksanalan secara langsung (offline)

maupun daring fonling melahn aplikas secara lee dan bukan

rekaman/hasil lapping, bak di dalam negert maupun di loar
negerl, tidak termasule untak kegiatan dildat/ pelatihan,

Catatan:

1) SBatuan Jam wvang dipunakan dalam  pemberian
honorarium naresumber adalah 60 [enam puluh) menit
baik dilakukan secara panel maupun individual.

2] Narasumber berasal dar luar kementerian
negara/lembaga penyelenggara atau dar perguruan tingg
di luar satker penyelenggara.

3} EKhusus Kegiatan Dekonsentrasif/Tugas Pembantuan,
narasumber dapdal  diberikan honorarium sepanjang
berasal dari luar Bagian Anggaran (BA) penyelenggara.

4}  Honerariurn narasumber hanva dapat diberikan oleh
satker penyelengsara.

Honorarium Moderator, dengan ketenluan sebagad berikut:

Homorarium yang diberikan kepada Pegawal Aparatur Sipil

NegarafAngeota Polri/TNI yang ditumuk oleh pejabar vang

bereensng untuk melaksanakan tugas sebagai moderator

pada kegiatan Seminar/Rapat/ Sosialisasif Diseminasiyf

Bimbingan Teknis/ Waorlcshop) Sarasehan

Simposivm Lokakarysf Foous . Growp Discussion/ Kegiatan

Zejenia yang dilaksenakan secara langsung foffline] maupun

daring fonlne) melalul aplikasi secara live dan bubkan

rekamean fhasil tapping bailk di dalam negerl maupun di laar
negeri, Hdak termasuk untuk kegiatan diklat/ pelatihan.

Catatan:

11  Moderator berasal dari luar kementerian negara,/lembaga
penyelenggara atau darl perguruan bngg i luare satker
penyelenggara.

2]  EKhusus Kegiatan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuat,
moderator dapat diberikan honorarium sepanjang berazal

dari luar Bagian Anggaran [BA] penvelenggara.

W
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3]  Honorarium moderator hanya dapat diberikan oleh satker

penyelenpgoara,

Penjelasan lebih lanjut:

1}  Honor Narasumber dan moderator dapat dibayarkan
apabila Pejabat/Pepawai berasal dari Tuar BGEEBN,

2) Honoranum narasumber dan moderator lwlak dapat
diberikan kepada Pejabat/Pegawai ASN BREBN denpgan
sumber pendanaan kegiatan berasal dari DIPA Baglan
Anggaran (068) BKEKBN schaga penvelenggara baik DIPA
Satuan Kerja BKEKBRN Pusat maupun Perwalalan BEEBN
Priwins,

3] Pembavarzn honorarium narasumber dan moderator
bukan berdasarkan peserla yang menjadi sasaran utama
kegiatan.

4]  Honorarium narasumber dan moderator tidak dapet

diberikan pada kegiatan diklat/ pelatihan,

Honorarium Penvelenggarasn Kegiatan  Pendidikan  dan
Pelatihan (Dhlklat]
1 Honorariam Penceramah
Honorarium penceramah dapsal diberikan kepada Pejabat
Nepara, Pegawai Aparatur Sipil Negara/Angpota Polri/TNI
vang memberikan  wawasan  pengetahuan  dan/atau
sharing experience sestad dengan keahliannys kepada
peserta diklat pada lepgiatan pendidikan dan pelatihan
baik yang dilaksanakan secara langsung (offling] maupun
maupun daring {onfing) melah aplikasi secara hive dan
buakan rekaman/hasil tapping dengan ketentuan schagal
berikut:
a] berasal dari lnar unit kermnenlerian negara) lembaga
penyvelengsara; dan
b} honorarium lersebur hanya diberikan kepada Pejabat
Eselon |l ke atas/sctara,
2]  Honorarium Pengajar yvang berasal dari luar satuan kerja

penyelenggara

s
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Honorarium  dapat  dibeniksn  kepada pengajar vang
berazal dari Tuar satuan kerjs penyelenggaras scpanjang
kebututhan penpajar tidak terpenuhi dari satuan kerja
penyeleneggara baik yvang dilaksanakan secara langsung
(effline) maupun daring [online melalul aplikasi sceara live
dan bukan rekaman /hasil tapping.

Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam sataan
kerja penvelengpars

Honorarium  dapat dibenikan kepada pengajar yang
berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara baik
widvaiswara  maupun  pepawal  lainnva baik  yang
difaksanakan secara langsung {offineg] maupun daring
[onlne) melalul  aplikasi secara live dan bukan
rekaman/hasil lapping. Bapi widyvaiswara, honorarinm
diberikan atas kelebihan jumlah minimal jaan tatap muks,
Ketentuan jutnlah minimal tetap muka mengacu pada

ketentuan peraturan perundang undangan.

Penjelazan lebih lanjut:

1]

2]

4)

Jam  pelajaran yeng  digpunakan uniuk  keglatan
penyvelenggaraan diklat adalah 45 ([empat puluh lima)
menit.

Honorarium Penceramah diberikan kepada Pejabat vang
berasal dari luar BEEBN dan hanya diberikan lkepada
Pejabal Eselon IT ke atas )/ setara.

Honorarinm Penceramah tidsk dapat diberikan kepads
Pejahat BKKEN.

Dralam  penyelenggaraan  kegiatan  Diklar  diberikan
honorarium penceramah dan pengajar bukan honorariom

narasumber dan moderator.

Biaya Paket Data dan Komunikasi

Biava pakel data dan komunikasi adalah bantuan biaya yang

dibenkan kepada pegawad yang dalam pelaksanaan tugasnya

sebagian besar membutuhkan komunilasl sccara daring

(ordine).

o,



FPemberian biaye pakel data dan komunikasi dilakukan secara
sclektif dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan
tugas dan [ungsa pengrunaan media daring (onling) dan
ketersedizan anggaran, dan sesusi denpan prinsip tata kelola

vang baik dan akuntabilitas,

Calatan:

Kepada mahasiswa yang mengikut kegiatan belajar mengajar
sccara dering [onlineg) dan masyvarakat vang terlibat dalam
kegiatan secara daring (online) vang bersifat insidentil dapat
diberikan biaya paket dats sesusi kebuiuhan paling Linggi
sehesar Rp. 150.000,00 (scratus lima puluh ribu rupiah) per

orang per bulan.

Penjelazsan lebih lanjut:

1}  Satuan bayva paket data dan komunikasi mengacy pada
PME Nomor 83/PME.02/2022 dan mcerupakan batas
tertinggl aten paling tingg! vang tidak dapat dilampaui
besaran biayanya baik pada saal penyusunan anggaran
maupun pelaksanaan anpgEaran.

2]  Batuan biaya paket data dan komunikasi dengan satusn
orang per bulan atau orang,/bualan [OB).

3]  DBesaran biava pakel data dan komunikasi dapat dikeriloan
di bawah dari satuan biaya yang ditetapkan kepada satia
peneritna dengan tetap memperhatikan penerima terschut
tidak melampaui satuan biaya per crang per bulan,

4] Bagi Pegawai ABN maupun Pegawal Pemcrintah Non
Pegawea! Nepgeri {PPNPN] di lingkungan BEEBN yang
Lerlibal dalam kegiatan secara daring {online) vang bersifat
insidentil dapat diberikan  biays  paket data  dan
komunikasi sesuai kebutuhan scpanjang kepiatan tidak
dilakessnakan di kantor.

%) IPcmberian biava paket dala dan komunilkasi diberikan
dalam hentuk pulsa telepon atau paket dala atau dapat
diberikan dalamm bentuk usng dengan  ketentuan
reimbursment dengan menyverahkan buktl yvang dapat

dipertangeungawablan,

%
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6] Pembenan biaya paket data den komunikas dilakukan
sccara  seleltif dengan mempertimbangkan intensitas
pelaksanaan tugas dan fungsi penpgunaan media daring
[ondine] dan ketersediaan anggaran, dan sesual dengan

prinsip tata kelola keuangan yang baik dan akuntahilitas,

Penjelasan lebih lanjut:

Pemberian biava paket data dan komuanikasi hanva dapat
diberikan kepada pegawai yvang dalam pelaksanaan fgasnys
aebhagan besar membutuhlkan komumikssl sccara darng
tonling) dan masvarakat vang terlibat dalam lkegiatan secara
daring [online) vang bersifal insidentil dan tidak mengpunakan

fasililas kantor atau fasibitas lain vang ditangeung olel negara,

Satuan Biava Rapat/Perternuan di Luar Kantor [Paket kegiatan
rapal Hoalfdoys Faliday s Fullborred)

Saluan biava palet komatan rapat,/ pertemuan di Tear kantor
merupakan satuan bisya vang digunakan untuk kebutuhan
biaya kegiatan rapat/pertemuan yvang diselenggarakan di luar
kkantor dalam rangka penyelesaian pelkerjaan yang perlu
dilakukan secara intensil dan  bersifal  koordinarif yang
sekurang lurangnya melibatlan peserta dan kementerian
negars/ lembaga lainnyva vang terkait pelaksanaan Lugas dan

fungsif masvarakal.

Catatar:

Dalam rangka efsiensi anggaran uniuk keglatan rapat, KPA
apar selekiif dalam melaksanakan rapai/pertemuan di luar
kantor (halfday, fullday, dan fullboard) dan mengutemakan
penggunaan  fasilitas milik negara  serta harus  etap
memperlimbangkan  prinsip-prinsip pengelolaan keuangan
ncgara, yaitu tertib, taat pada peraburan perundang-
undangan, efisien, ckonomis, efektif, transparan, dan
bertangeung jawab dengan memperhatilsn rasa keadilan dan
kepatitan,

-4
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Penjelasan lebih lanjut:

1}  Pelaksanaan kegiatan rapat/pertermian di luar kantor
(Prker kegiatan rapAat halfday/ fullday/ fullboard)
sekurang-kurangnya relibalkan posera dari
kcmenterian negara/lembapgs  lainnya  yang  terkair
pelaksanaan tugas dan fungsifmasvarakat.

2]  Peseria dari kementerian negaraflembaga
lainmya masyarakat tidak scbagai narasumber.

3]  Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya dapat
disclengearalean di luar kantor dengan ketentuan:
al berpedoman pada Peraturan Menieri Keuangan

mengenai Standar THaya; dan
) fasilitas di kantor tidak mencukupi.

4] Fasilitas di kantor tidak mencukupl sebagaimana
dimaksud pada angka 3) hural b)) dibaktikan dengan
surat pernyvataan darl penangsung jawab kogiatan

[terlarmpir).

Saluan Biaya Konsumsi REapal

Satuan bimya konsumsi rapat merupakan satuan hiaya yang

disunakan untuk kebutuhan biava pengadssn makan dan

kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan haik
uniuk rapat koordinasi tingkat menterifeselon I/setars
maipin uniuk rapat bhiasa dan dilaksanakan secars langsung

(offfine) minimal selama 2 (dua) jam.

Rapal koordinasi tingkat menterifesclon [/ sctara adalab rapat

koordinasi vang pesertanya menterifesclon [/pegabat yang

setara,

Catatan:

1}  Kohsumsi rapat berupa makan dan kudapan termasuk
minuman dapat diberilkkan jika melibatkan unit cselon 1
lainnya fkementerian negara/lembapa  lainnva/instans
pemeriniah /pihale lain,

2]  Konsumsi rapal berupa kudapan termasuk minuman
dapar diberikan jika melibalkan satker/eselon 1l

lainmya / setara.
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Yang dimaksud satker lainnva adalah kantor vertikal

berdasarkan strukiur organisasi.

Penjelasan lebih lanjut:

Pemberian konsumsi rapat beorupa makan dan kudapan

denpgan ketentuan sebagai beriloat:

1}
2)

3

pelak=anaan rapat minimal 2 (dua) jam,

hanya diberikan kepada peserta vang melaksanakan rapat
secara langsung (offfing).

Pegawal AN/ Peserta vang bekerja di kantor (work from
office] dan mengikut rapat melalui daring (onling) maka
tidak dapat diberikan konsumsi.

Matriks pemberian makan dan/atau kudapan:

Ketentuan Makan HKudapan

| Fapat vang dilalkzanakan secara o ' L
| langsung (offling dan pesertalya
melibatkan satker/eselon 1T

lainnys fsetara

Rapar vang dilaksanakan secara Y N
langsung {offiine dan jika melibatkan
umal eselon T lainnya/ kementerian
nepara ) lemnbaga annys nstans
i pomenntal/ pihak lsin

g,  Saluan Biaya Transportasi Darat dar lbuketa Provinsi ke

Kabupaten, Kota dalam Provinsi vang sama [(One Way)

1}

Setuan biaya transportasi darat dari ITbukota Provinsi ke
Kzbupaten/kota dalam Provinsi yang sams merupakan
satuan biaya untuk kebutuban biava transportasi darat
g Prjahbal Negara/ Pegawal Aparatar S1pil
Negara/Angeota  Polri/TNI/pihak  lain  dan  tempat
kedudukan di Thukola Provinsi ke tempat fijuan di
Kabupaten/Kota tujusn dalam 1 [satu] Provinsi yang
suma  dlay  sebaliknya  dalam  rangks  pelaksanasn
perjalanan dinas dalam neperi.

Catatan:
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3)

Dalam hal satuan biava wansportasi darat dari [bukota
Provvinst ke suatu Eabupaten/KEota dalam Provins) yvang
sama  belum  tercanbam  dalam Lampiran  Peraturan
Menteri Eeuanpun Nomor 83/PMEOQ2/2022 tentang
Standar Biayva Masukan Tahun Anggaran 2023, Maka
bigve transportas: dimaksud mengacu pada harga pasar
fat cost) dengan tetap mempertimbangkan ponsp ehsiens
dan efektivtas pelaksanaan kegiatan.

Saruan  Biaya Transporiasi dari DED Jakarma ke
Kabupaten/Kota selatar One Way)

Sataan  biaya transporfasi deri DKl Jakarts ke
Kabupsten !Kola sekitar merupakan satuan biaya untuk
kebutuhan biaya transportas bhag Peiabat
Negara ) Pegawai Aparatur Sipil Megara/Angepots
Polri/ TNl /pihak lain dari lempal kedudukan di DEI
Jakarta ke tempat tujusn 91 Kabupaten / Kola Bogor, Kota
Depok, Kabupaten/Kota  Belmasi, Kabupaten/Kola
Tangerang, Kota Tangerang Selaian, dan Kepulauan
Seribu  atau  sebaliknyva dalam rangka pelaksanaan
perjalansn dinas dalam negeri.

Batuan Biava Transpor kegiatan dalam Kabupaten/Kota
Pergi Pulang (PF)

Batuan bisyva lranspor kegiatan dalam Kabupaten/Kota
porgi pulang (PP) merupakan satuan  biava untuk
kebutuhan biaya rransportasi Pejabal Negara/Pegawad
Aparatur  Sipil Negura/Angpola Poleif/TNI/pihalk  lain
dalam melakukan kegiatan/pekerjaan dilusr  kantor
dadam balas wilayvah suatl Kabupaten /Kota Pulang Pergl
(PP}  vanp berkailan dengan pelaksanaan tugas
Kantor/Instansi dengan keteniuan tidak menggunalkan

kcndaraan dinas.

Satuan biaya transpor keglatan dalam kebupaten/kota
tidak dapar diberikan kepada Pegjabat Negaru/Pegawai
Aparatur Sipil Negara/Anggota Polr /TNI/ pihak lain yang
melakukan kepiatan dalan kompleks perkantoran yang

ST,
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Catalan

gl LUntuk kegiatan dalam kabupaten/kota dalam
Kabupaten/Kota vang memerlukan biaya melebihi
satuan  biaya vang ditetapkan (termasuk moda
transportasi udara dan/atan air) dapat diberikan
secara of cost,

bl Dalam hal mmstansi/unit penyelenpegars Ldak
memberikan satuan biaya transport kegiatan dalam
Kabupaten/Kota,” InstansifUnit Pengirim dapat
memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam
Kalbupaten /KHota.

r]  Khusus Provinsi DED Jakarta yang dimaksud
Kabupaten/Kots adalah meliputi kesatuan wilayah
Jakarta Pusat, Jakarta Tonur, Jakarta lara,

Jukaria Baral, dan Jakaris Selatan.

Penjelasan Lebih Lanjut:

a]  Biava lransporiasi kegiatan dalam Kabupaten/ Kota
pergi pulang (PP dan kemiatan paket meeting
(halfdays fullday/ fullboard) dalam kota dibayvarkan
secara lumpsum sesual standar biava,

B Unlgk  kegiatan  dalam  kabupaten/kota  yang
memerlukan biava melebiht satuen biava vang
ditctapkan (termasuk tmoda transportasi udars
dan/aten air) dapar diberikan sceara el cost (sesual

pengeluaran).

Satuan Biaya:

a) Tremsportasi Darat deri Ibu kota Provinsi ke
Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama [One
W),

b  Transportasi darl DK Jakarts ke Kabupaten/Kota
Sekitar di luar DRI Jakarta (One Way); dan

¢] Taksi Perjalanan Dinas Dalam MNegeri.

bigys transportasi sebageimana dimalesud pada huraf a),

b}, dan ¢} dibayarkan scsual biava riil atau menggunakan

metode atf cost (scsual pengeluaran).

B
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Penjelasan lebih lanjut:

1] Pembavaran satuan biava transportasi sebagaimana
dimaksud pads hurat &), b), dan c] dibayarkan sesual
Blaya riil atau menggunakan metode af cost (scsual
pengeluaran]  yang  dibultikan  dengan bulkti
pengeluaran yang sah dan mempakan bagian darl
kelengkapan bukli perltanggungiawaban perjalanan
dinas secsuai tabel berkut:

TIRGEAT MOLC TRANADOSRTAZL
. RIATA |
B FEJAZAT NEGARA FEERLJALAMAM | pmawer | Kafal.  EERDTA ek
OIAR LItARA 1AUT APIFELIE T
2l 7 T = ] 5 B T
1. Eemptiyecdl Eepan  dan A Emtils Ry Hoealal Hasinl
Angeats padn MPE DR, Hebar 1A | Exceloudls | Leoprtson
DFD, BHEE, MY, MK, dai:
Blemilems, Trjuliad seling bl
Meotesd, (habernor. wakod
Chabeey i, Eoroily
Welinala, Retun /Wl
Keruay  Anmpoein Raeed,
Pemunt  Rasinn |, merts
Fefcpot.  lplnmyn . y0og
wrlesa |
2 | Pexbial Muipas LaiEas, =2 Flivammd Eelne [ | Ekmskobl | Scanal
Ferobat  asbom [ dnm e P L LT
Feesbar Lamnys ¥anp
Sabarn
N Feinbof  Erelon B FFTES [ Flaemnzui Fdws Il A | Elaskoucdf | Saspa
mlooigan Y Frinhas kFnynsnan
Buwelon IV/AMEE Colacga
1T, PRS Codormpan e ©

2} Batzan biava yanpg fercantum pada PME tentang
Standar Biaya Masukan Udak dapat dijadikan acuan
pemberian transportasi sebagaimana dimaksud pada
hurmat a), b), dan &).

3] Biava pehalanan dinas tidak dapat dibecbankan

apabila terdapat:

al  bukli-bukti pengeluaran/dokumen palsu;

B}  melehihi  laril likel/biava penginapan resmni
{mark up);

o) pelaksanaon perjalanan dinas rangkap pads
waktl yang sama; dan/atan

d] pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan
dizas vang lidak sesuai dengan Ketentuan
dalarm peraturan perundang-undangan

mengenal perjalanan dinas.
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4] Mengacu kepada PME Nomor 113/PME.O5/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat
Megara, Pegawal Negerl, dan Pegawail Tidak Tetap
bahwa Biaya Transpor Pegawad diberikan sepanjang
ticdak menggunakan kendaraan dinas dalam ranghks
perjalanan dinas jabatan untuk mengikutl kegiatan
rapat, ECTRITIAT, dan sejenishya termasuk
pelaksanaan kegiatan padeel meeting
(halfday/ fullday/ fullboard).

2. Pengendalian Pelaksanasn Kegiatan dan Anggaran
a. Kuasa Penepuna Anggaran [KPA|/Kepala Satker bertanggung
jawab atas pelaksanaan program dan anggaran yang berada
dalam penguasaannya kepada Pengguna Anggaran {PA),
b, KPA/Kepals Salker melakukan penEawasan
pertangsungjawalban pelaksanaan keglatan

1)  Pimpinan unit kera [penanggung jawab keglalan) dan
pelaksana kegiatan memasiikan oufput yang dihasilkan
pada setiap pelaksansuan kegiatan dan menyarmpaikan
laporan kepada KPA/Kepala Satker;

2} Penanggung jawab kegiatan, PPK dan pelaksana kegiatan
memastikan pelalksanaan kegistan dan anggaran secara
lebih  tertil, elisien, slkoneomis, clekbf, ftransparan,
hertanggung jawab, dan sesuai peraturan perundang-
undangan;

3} Bebelum merealisazikan kepiatan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran yang belum tersedia anggaranmya
maka KPA terlebih dahulu melalumkan revisi anggaran
geqial Kewenanganmys dengan berpedoman pada PME
Nomor [99/PME.O2/2021  tenlang Teta Cara Revisi
Anpoaran, beserta peraturan tentang tata cara rovisi
anggaran lainnya; dan

4} PPK dan pelaksana kegiatan memastikan kelengkapan
dokumnen pertanggungjawaban (SPJ) sesual peraluran
perundang-undangan.

. Pelaksanasan rapal haris menghasilkan owipnd berupa:

1.

Fa
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1} transkrip hasil rapat;

2)  nooadensi rapat; dan/atag

3) laporan,
chlammpin  denpan dokumentasi pelaksanasn  keglatan
berupa materi  narasumber, foto, wvideo, rekaman
dan,/atan media lainnya.

Eelenglzpan buktl  pertangoungjawaban pembayaran
honoranum narasumbper/moderator, baya pakel data dan
komunikasi, satuan biaya rapat/pertemuan di loar kantor
(paket kepiatan rapat halfday/ fullday/ fillboard), satuan biaya
konsumsl rapat, format laperan, formal notulens: rapal, format
dokumentasi, dan format surat  permyataan dari
penanggungjawab kegiatan yang menyatakan fasilitas kantor
tidak mencukupi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yveng merupakan bagian tidak terpisablkan dan Sural Rdaran
ini.

Kementerian negara/lembaga dalam melalsanaksan ketenluat

standar hizaye masukan agar melalukan langkah-langkah

eligiens] anggaran schagal berikar:

1) Pelaltsanaan kegiatan — Seminar/Rapat/Sosialisasi/
Diseminasi/Bimbingan Telonis ! Workshop/ Sarasehan/
Simposium, Lokakarya Foous CFroaify fNscussion)
Pelatihan/ Kegiatan Sejenis agar dapat dilaloukan secara
selektifl dan diarahkan pada kegiatan yvang dilalksanakan
sccara daring (onfing] melalul teknologl informast yang
tersedia;

2) Dclaksanaan kcgiatan perjalanan dinas bersifat sangat
selelmif, sesuai tingkat prioritas dan/arau urgensinya dan
tiiarahlean pada kegiatan yang dilaksanalan secara daring
{omidiie];

4]  Lebin mengutamakan pengpunaan produk Usaha Miloro,
Kecil, dan Menengah [UMEM) dalam negern, dan

4]  Pengawasan alas penggunaan Standar Biava Masukan
dilakukan seccara aktil oleh Aparat Pengawas Intern
Pemerintah kementerian nepara/lembaga sesuai dengan

ketentuan peraturan perandang-undangan.

-
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F. FPenutup _
Pada saal Surat Edaran ind nulai berlak, Sural Edaran Kepala BEKBN
Nomor 4 Tahun 2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Penjelasan Lebih
Lanjut Standar Biaya Masukan di Lingkungan Badan Kependudukan

dan Keluarga Berencana Nasional, dicabut dan dinyatakan ftdak
berlaku.

surat Bdaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Demikian disampaikan, untuk dilaksanskan dengan sebaik-baikoya, Atas

perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih,

Ditetaplan di Jalarta
pada tanggal 3T Maret 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUEAN

HF i

=

G IASTO WARDOYO
*

Tembusan:
1. Direlttur Jenderal Anpgaran Kementerian Kewangan; dan

2. Direkrur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan,
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LAMPIRAN

SURAT EDARAN

KEPALA BADAN KEPENDUDURKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR A TAHUN 2023

TENTANG

PENJELASAN LEBIH LANJUT STANDAR
BlAYA MASUKAN DI LINGEUNGAN

BADAN KEPENDUDUEKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASTONAL

KELENGHKAPAN BUKTI PERTANGGUNGJAWAEBAN PEMBAYARAN

No Satnan Biaya i Kelengkapan Bukti Pertanggungjawaban
| 1 | Honorarium ; Kelengkapan bult pcrtanggungim‘-falm'rf paling
Narasumber/Moderator kurang melipuati:
1y Surat undangan kematan hagi

narasumber /moderator yang ditandatangani
oleh serendabh-rendahnya pejabat sctngkal

eselon 1/ kepala satuan kerja;

| 2] Surat tugas Pejabat/Pegswal yanp menjadi
narasumber/ moderator dari asal tempat kerja;

3)  Kerangka Acuan Kepialan (KAK) yang memat
latar belakang, hasil vang diharapkan, jadwal
pelaksanaan kegiatan, waktu dan kebutuhan
Biaya vang dituangkan dalam RAR,;

4] Rckap pombayaren honor narasumber dan

moderator;

5y Kuitansi pembayaran honor narasumber dan
moderator,

| | &)  Pemhbayaran honorarium narasumber/

moderator dapal dibayarkan melalul transler,

dengan bukti administrasi yang diperlukan

diantaranva adalah:
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He Satuan Biaya

2 | Biava Paket Dala dan

Fomunikasl

Kelengkapan Bukti Pertanggungjawaban

i)

)

9

a) lmaitansi pembayaran yvang mermual paling

gedilal daftar nama, tanggal, jumlah jam

narasumber/jumlah rnocderator, dan
jumlah pembayaran; dan
b buktif res transfer pembayaran.,
Surat  Keputusan oleh Kuasa Pengguna
Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen
penvelenuoars kepalan yang  menetapkan
Narasumber/Maderator;
Pelgksanaan rapat  dilaksanalean  secara

langsung (offine) alau daring (onfine] hams
menghasilkan output berups:

a] transxrip hasil rapat;

By notulensi rapat; dan fatan

¢} laporan.

dilaampiri dergan dokumentasi
pelaksanann  kegiatan berupa materl
naragurmber, fotn, viden, relcaman

dan/atan media lainnya.
Daftar hadir peserts pelaksanaan rapat vang
dilaksanakan langsung [offling) maupun daring

(onlmne),

.I{rzltngl-:r.—u:lam bukli pertanggungawaban paling

kurang rmelipuli:

1]

2

3)

Undangan kegiatan danfatau disposisi untuk
mengikuti kegiatan danng (online) heserla lnd
Virtied Meeting:

Diaftar penerima pemberian biaya paket data

dan kormunikasi;

Bukli pembelian biaya paket data dan
kommianikasi  yvang  sah termasuk  bukti
pombayaran intermel berlangganan;

Bukti  kehadiran  pegawai/peserla yvang

mengikutl kegiatan melalw daring  [onling)

dengan melampirkan bukti screenshot;




No |

Satuan Biaya |

Kelenghkapan Bukt]l Pertanggungjawaban _I

=l

e

B)

Keranghka Acuan Kegiatan (KAK] vang meomuar
latar belakang, hasil yvang diharapkan, jadwal
pelaksanaan keglatan, waktn dan kebutuhan
blaya yvang diluangkan dalam RAB;

Surat Kepunisan Kuasa Pengguna
Anggaran/Kepala Satker tentang Penerima
Biaya Paket Data dan Komunikasi;

Pembebanan biaya pakel data dan kemunilkasi
agar dialokasikan pada masing-masing 1anit
kerja  peserla rapat unink  memudahkan
pengendalian pemberian biaya paket data dan
komunikasi serta menghindari  terjadinya
duplikasi pembayvaran atou melebihi sabaan

biaya vang dilelapkan;

Bagi Satker Perwalilan BKKBN Provinsi yang |

alokasi pelaksanaan kegiatan di masing
masing bidang ateu kelompok subsians
dengan mengundang pescrta dari luar alay
masyarakat yang sama agar memperhatikan
dan mecmastikan penerima biaya paket data
dan  komunikasi tidak melampaw  saluan

biava vang telsh ditetapkan.

Satuan Biaya Kelengkapan bulki purta;.nggmhgim‘m ban paling

Rapat/Pertemuan di Luar kuarang melipuati:

Kantor (Paket kepiatan 1}
rapat Halfday/ Fullday/
Fullboard)

2]

4]

Surat permyaiaan darl penangsung  jawab

kegiatan yang menyalakan fasilitas di kantor |

tidalt menculsup;

Surat undangan kegiatan bagi narasumber,
moderator, dan peserta yang di tandatangani
oleh  serendah-rendahnya pejabat  setingkat
csclon Il kepala saluan kerja;

Keranglka Acuan Kepalan (KAK) yang memuat
latar belakang, hasil yang diharapkan, jadwal
pelaksanaan kegiatan, walktu dan kebuluban

biaya vang dituanglan dalam RAD,

B
%




Satuan Biaya

I‘Elﬁnglmpnn Bukti Pertanggungiawaban

4]

&)

7l

&

)

Dallar hadir bag_gl narasumber, moderator, dun
peserta keglatan,

Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas Paket
Meeting  (Hulfday/ Fulldoy/ Fullboard]  bag
Narasumber, Modcrator, dan Pezerta;

Blaya transportasi sesuai biava riil atau
menggunakan  metode  of oost (sesual
nengeluaran] danfatau daltar pengeluaran ril;
Surat  Tugas dsrl  atassndpejabat vang
berwenang masing-masing peserta;

Aurdal Penalanan Dinas (SPDY) Kolekial;
Pelaksanaan rapat harus menghasilkan oulpnd
herupa:

a] lranskrip hasil rapat;

bl netulensi rapat; dan/aten

¢} laporan,

dilampiri dengan dokuamentas: pelaksanaasn
kegiatan berupa materli narasumber, [olo,

video, relkaman danfatan media lainnya.

Satusn Biaya Konsumsi
Rapat

Kelengkapan bukt pertanggungjawaban paling
kurang mehput;

1}

3

| 4)
5

Surat undangan keglatan yvang di tandatangani
aleh  serendah-rendahnya pejabat schngkal

eaelon [T/ kepala satuan kerjs;

Aural undangan keglatan,

Kerangla Acusan Kegiatan [KAK) vang memuaat
latar belakang, hasil yang diharapkan, jadwzl
pelaltsanaan kegistan, waktu dan kebutuhan
biaya vang ditnangkan dalam BAB;

Daftar hadir peserta kegiatan;

Kuitansi pembelian konsumsi berupa makan
dan/atan kudapan yang sah, dilandarangan
oleh penerima barang dan sctuju dibayar aleh
PPEK:

a

%

&



-

| Mo Satuan Biaya | Kelengkapan Bukti Pertanggungjawaban

| 6} Pclaksanaan rapat harus menghasilkan output
heripa:
a) lranskrip hasil rapat;
b] netulensi rapat; dan/atau

] laporan.

dilampini dengan gdokumentasi

pelaksanaan kegiatan berups maleri, folo,

widen, rekaman dan/fatan media lainnys.
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Farmat Laporan sesuai Peraturan BKKBN Nomor 31 Tahun 2020

CORTOR FORMAT
LAPORAN
L]
bkkbn P
ey bk
EAPORAN Tailigd epenf it
TENTANG Pl e et
A, Pertahzdian

Y. Do
&  Maksid dan Twpian
g Huang Llll.ﬁi':qp
& [homar

B. Kcgmian yang Dilsksanaksn

€ Hasdl yung Deeapai

Wrmiia fajunmn
ey

Pl agraar
g wrbinoman

[hiker kpnrkean didakarts
Pacda tanggl

Teeruariclal sevgnii
Ulaiea. jpa b o,
Naars Frnghsr
Atk sl Py
el mwal baprial

Mata Jilwaian

jiEnds tamgan dan cap DHLEIEN)

Maormas Longkap
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Contoh Format Notulensi Rapat

| | BADAN KEPENDUDUKAN DAN
|
- KFLUARGA EERENCANA NASIONAL
UNIT EERJA ....000nn
bkkbn ? . ks ———
l : .III - . e I
Subyel: -
_1:151"1'“; Tangzal Nowalis / =
Digipplean oleh
VWaklu [ Diperikess oleh
Pim pinan ,-f Disetujui aleh
M oderator
Morsgurnber Tarigzgzal
Tempat Tanda tangan
Paserra L. Chat-Reta o wiass Mo et -
B, Uttt KEFj@ voeeeevinesrecnns Bf L vvvarnes -
2 AR ol L s R S
4, Unit Eedja covennieomon A8
5, it Kerja vuviarinrineen.s
A, PEMBUEAAN L y
|
Arahan dari Bapalke/lbu ............ (Uit Kerpa: e e s J
S e,
Bat i a Caan
RN :
b, .+ dan
i :
E. PEMBAHASAN DAN DISKUSI Srs
Bapak/Thu oo LIt KETa comsnmnionin L . |
Ly Bl
:2” |
AR <1
b.
; Tambahan Informasi dari Bapal/[bu ............ {LTnii Werja:..opear Kl unaes i
L




BADAN KEPENDUDUEAN DAN

KELUARGA BERENCANA NASIONAL

.
bkkb: UNIT KERJA ,..ccneee

. K/L

¢« Hahan Penvajian/Maten,/ Paparan Rapat;
« Daftar Hadir;

* Dolumentasi berupa foto kegiatan.
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Contoh Format Dokumentasi

DOKUMENTASI

 FOTO KEGIATAN
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Contoh Format Bicdata Narasipmber

1
BICDATA HARASUMBER |
gfE —
£ - s e e i
S B et e e Fre
| 1 i ) -
B ¢ Jabalaa |l
TR e, B & e R L D A it
B, St RS R e
| 5 Alamad :
10, | Telrmen Kandar o AT S e, ST SR = vl
11 EMHF T R T e
12 | Bankflamas Belerma.
I = 2 T e
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Contoh Formatl Roufing Shp Pelaksanaan Anggaran

|BADAM KEFENDUDUMAN DAN KELUARGH BERENCANA MASIOMAL

bkkbﬁ ’ BIRO HEUAMGAN DAN PEMGEL DLAAN BRIN

Jafan Punnube Pcioe 1 el Marckinsiusorma Takards Tmer

ROUTING SLIF PELAKSANAAN ANGGARAN
PENYELESAIAN BUKTI PERTAMGGUNGJAWABAN HEUANGAN APBN
PEMEAYARAN KONSUMSE] DALAM RANGHA ...

UKIT KERAA, - IR KEUANGAN DAN PENGELOLAAN RN

SATKER s SEHRETARIAT UTAMA AKKERN MUSAT
[ 7 Penanggung dawak | ]
f_!___. Penadioly 1|4 Borkas wang drtcrima L Paral .
| 1. | PeelaBrana Keginian Tanggal : Fukul =
o[- 1 T ADATINAK ADA
1. Blala Anguaan Kegiaban (R i
e (illimd = gl kel
2. Lindfangan yvamyg o tandatangan oleh | - |
Fojulsal romimnel anlir gihal Sacha IF
. A, KA dan HA = ]
g . 5 T} L
i"f"lﬂ"'.\l |J|H__. 4. Maftar Haly | Pivesnai I I-i:'l.-IEI Ili ?Iql--.l '_'-I.L |_'.
L. Bonluk kantrak, S e e e
. bk pombciandoembayaran;:
B kuttarek;
. Gurat Penreah Senm (0T
il A Al priar@an dan |
C. surak pesanan. |
5. Megtan renal, somings, dan socnisnya
hiarus msngihasikan colput berepa: |
= Tranmbip il qppsl
b. Molulcred rapal; daniatau
[ . Lapsoran.
7. Sural sctaran pefek. tordin dari
a. FFR;
B. FFh Faasd 21;
<. FPh Pasal =2 donsacau
d. PFh Paead 23
. oy Ll
H. Endanagoospon brikli peslae npip ey ppsealz
kinnya
Smf
2. JF;,;.WWH Feuangan Tangme = Fukul =
] ¥
MuriiE s | -
| Pajulinl Muednesl
T ] Pakud -
F | wamstmen (FPK] sl .
| T =
Gerdahara l‘-muu-ruar.!n L )
Ll Pamhardn {REFY Tanggal 2 Putust
Fama ;... e -
Prjulzal Fremmbalar g un
5 Eﬂl,:u-t Murinlzfy Mlsndiapan | Targgal @ Puskl
[rrREFM)
|
M :
Al ASAN DIFEMBEALEAM
Tufmbar:
. 1 H s ki | P, Wasoko Ukt o (00 D050
2 PRI e s e idin o niis e sa s e R IR0 S000
A FFh Fresl Rxdisrekoan wunhies i —anra nbls minrral ibsspasun rominensej;
4 Fungenasn i bmeaored dihsl S oEaed pemhsliasimgea, pan boreu e dibecd o et i) kenaken FRH Fresd 22
Cada=plan sk koo rew peop disriaen relslf fese celering Sieompkan [ ol 8
E. Jhm pemcelen = M8 0 00000 barus mespguneien relzng Fp TILEREL Sua
& Nups dsped dibadean koneamed Foa d bk nas SNTE 2 pr ey e bk Sl Feodumn B! Boaengun Lealang

Shardar Dese Haaskan.

¥



=y

Format Surat Pernvataan dari Penanggungjawah Kegiatan yvang menyvatakan

Fasilitas di Kanlor tidak mencukupi

LAMPIRAN ¥
FERATUEAN CHEENTUE JENDIMAL PFERBENTLUVHA RAAN
WORACR  FRR  IIrPISSRL) TENTANG  EETENTUAN
LREH LARILT PELAMSANALN PERELALANAN INHAS
TRATANT MIDCEED BADGE FELARNT NEERASS PRLAW AL
WEGH Y AN FECAWAL TIDHAE TETAF.

KEMENTERIAN LEMBACH [SATUAN KERIAL .

ROP BURAT
B I |

HURAT PERMYATAAN
[ L 2 R .1

g brriafds tangen o bownh dn @

Harmn { iy 3y
Jrbatmn e ks Vi i ¥ (E1]
Batuan Kroia by Vil £t ]
Kemeoierinn Meguiref Leinaags e . 6]
Lirdt Orgumimssd =0 00000 Liiessiiissess dmk L 7]
menyatakan  dengsi ssinEpgubieys bahwsm  (eailikss 5 Kanbor  estuan Ecrie
cerviaen JBHccrrearair. - 1ink rhoreukoapd wntalk  faenvelcngearakean oM g
LT T o7 =TT T 1 | e Clirmmlael diiaksanakonn of e Esnte.
Demilibarn . summd  permyatasn  ind  dibuay dengan  scbemarmys  dan apabills

diksmurtian han ermymis sursl pernyntaan ind tedek boner, says bertangmunyg |(aemb
pottuh dan bermecia diproses sesunl dengan Ketentunn bukom yeig Betlmli.

e m WL
L

Yahg Mokl pernyslnm,

| Pk A
| 1| S

i
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FETTIMJTE PENGISIAN FREMAT
SURAT PERNYATAAN

Dllal kup surat sabuen Ke1js

Lhisi nomaor sursr periyataosn

Diisl nama penanggung jamas keplatai

Diist Jakbatzn prosmgpung jawab kegiatan

13isi nama satuan kara

Diigh nama kementarian negars, lenizama

Diial nama Unit Orgunisasi atasan penangenng jawsb ke miatan
Niisi nama sstuae kega

sl namajenis keglatan ragat, seminer, dan scjortianyva

Dbz pama jenis kegiaten rapat, seminsr, dan aejenisnya

Dhiis: tempak, tangzal, bulan, dan tabved ditandatasigand sicat penvataan
Diig: Lenda tongan, nama, dan MNP peoasgmong jevab eplaten

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
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